BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR 272 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.
b.
Mengingat : 1.
2.
2.

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

bahwa  beberapa  ketentuan  Peraturan  Bupati
Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan
Anambas Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa tidak
sesuai dengan kondisi saat ini, untuk itu perlu
dilakukan perubahan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati
Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Alokasi Dana Desa;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di
Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);



Menetapkan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang  Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 611);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016
Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas Nomor 48;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG ALOKASI DANA DESA.



Pasal I

Salah satu ketentuan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016
Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 221) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10
berbunyi sebagai berikut:

(2)

Pasal 10

Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 dilakukan secara bertahap pada Tahun
Anggaran berjalan dengan ketentuan:
a. Tahap [ paling lambat bulan April sebesar 20%
(dua puluh perseratus);
b. Tahap II paling lambat bulan Juli sebesar 30%
(tiga puluh perseratus);
c. Tahap Il paling lambat bulan Oktober sebesar
paling banyak 20% (dua puluh perseratus); dan
d. Tahap IV paling lambat bulan Desember sebesar
selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana
yang telah disalurkan pada Tahap I, Tahap II dan
Tahap III
Dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBD,
penyaluran Tahap IV ADD dapat tidak disalurkan
seluruhnya dari pagu alokasi setelah dikurangi
realisasi penyaluran Tahap I, Tahap II serta Tahap III
dengan memperhatikan penyaluran Dana
Perimbangan dari RKUN ke RKUD.
Penyaluran @ ADD  setiap tahap  sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah APBD
Kabupaten di undangkan dengan mengikuti tahapan
penyaluran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Dalam hal terdapat Kurang Salur dan/atau Lebih
Salur ADD, maka kekurangan dan/atau kelebihan
pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dalam
penyaluran ADD tahun anggaran berikutnya.
Kurang Salur dan/atau Lebih Salur ADD diperoleh
setelah Laporan Keuangan audited disampaikan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Alokasi ADD kurang salur/lebih salur ADD untuk
masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.



Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
p&ada tanggal (£ Juli 2020

/BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

/

}- & UL HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 6 Juli 2020

SEKRETARIS DAERM ¥
KABUPATEN KEPU AN ANAMBAS,

SAHTIAR

¢ BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020 NOMOR S’L’é




